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ABSTRAK:

a. Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah:

· bahwa sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Pelayanan Pasar Ternak dikategorikan kepada retribusi Jasa Usaha Tertentu;
· bahwa dalam rangka meningkatkan dan atau menjamin kelangsungan jual beli ternak di pasar ternak perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana pendukung dan penertiban pada lokasi pasar sehingga diharapkan pelayanan dapat terlaksana dengan baik;
· bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:

· Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
· Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1960 Tahun 76, Tambahan Lembaran RI Nomor 3209);
· Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
· Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI tahun 1997 Tahun 68, Tambahan Lembaran RI Nomor 3699);
· Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
· Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
· Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
· Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
· Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
· Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
· Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
· Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
· Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
· Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
· Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
· Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
· Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Padang Pariaman.
c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

· Maksud dan Tujuan;
· Nama, Objek dan Subjek Retribusi;
· Wewenang;
· Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
· Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
· Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
· Wilayah Pemungutan;
· Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
· Surat Pendaftaran;
· Penetapan Retribusi;
· Tata Cara Pemungutan;
· Tata Cara Pembayaran;
· Keberatan;
· Kadaluwarsa Penagihan;
· Pengawasan;
· Penyidikan;
· Ketentuan Pidana.
STATUS 
:
· Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
· Diundangkan pada tanggal 18 Mei 2009.
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